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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis dari peralihan hak 

atas tanah melalui putusan pengadilan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang 

dihadapi dalam peralihan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif 

dengan pendekatan konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa peralihan hak atas 

tanah melalui putusan pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian hukum dan dampak 

positif bagi para pihak yang bersengketa. Namun, beberapa efek negatif perlu diantisipasi dan 

dikelola secara efektif. Selain itu, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan inkracht, memerlukan upaya untuk 

memperbaiki sistem penegakan putusan pengadilan. Pembenahan sistem penegakan putusan 

pengadilan melibatkan partisipasi aktif pemerintah, penegak hukum, lembaga pertanahan, dan 

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah. Oleh karena itu, 

direkomendasikan agar para pihak yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah 

mempertimbangkan dampak negatif dari putusan pengadilan inkracht dengan bekerjasama 

dengan penegak hukum. Melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi serta 

peningkatan kapasitas penegakan hukum, diharapkan sistem penyelesaian sengketa pengalihan 

hak atas tanah dapat menciptakan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan nilai ekonomi 

tanah sengketa, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan 

masyarakat sekitar. 

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Implikasi Yuridis, Penyelesaian Sengketa, Peralihan Hak; 

Putusan Pengadilan 

 
Abstract 

This study aims to examine and analyze the juridical implications of land rights transfers 

through court decisions and identify the challenges and obstacles encountered in transferring 

them. This study uses normative legal research with conceptual, case, and comparative 

approaches. The collected legal material is then qualitatively analyzed to describe the problem 

and answer study purposes. The results show that the dispute resolution of land rights transfers 

through inkracht court decisions can provide legal certainty and positive impacts for the 

disputing parties. However, some negative effects need to be anticipated and managed 

effectively. Furthermore, challenges and obstacles are faced when executing land rights 

transfers based on inkracht court decisions, necessitating efforts to improve the court decision 

enforcement system. Improving the court decision enforcement system involves the active 

participation of the government, law enforcement, land agencies, and parties involved in land 

rights transfer disputes. Therefore, it is recommended that parties involved in land rights 

transfer disputes consider the negative impacts of inkracht court decisions by collaborating 

with law enforcement. Through good cooperation and coordination among agencies and 

enhanced law enforcement capacity, it is hoped that the land rights dispute resolution system 
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transfer can create legal certainty and promote the economic value growth of disputed land, 

ultimately impacting the productivity and welfare of the surrounding community. 

Keywords: Court Decisions, Dispute Resolution, Juridical Implications, Land Rights, Transfer 

of Rights  

I. PENDAHULUAN 

Tanah merupakan sumber daya alam yang vital dan memiliki peran strategis dalam 

kehidupan manusia, merupakan komponen penting dalam pembangunan dan memberikan 

kontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah yang 

bertanggung jawab dan optimal sangat penting untuk memaksimalkan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks pembagian tanah, prinsip keadilan dan pemerataan harus dijunjung 

tinggi. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat mempunyai hak 

yang sama untuk memiliki dan memanfaatkan tanah.  

Menerapkan prinsip-prinsip ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencapai 

tujuan ini, peraturan dan kebijakan yang transparan dan efektif mengenai penggunaan dan 

distribusi tanah diperlukan. Kebijakan tersebut harus mengakomodir kepentingan berbagai 

pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta dengan tetap menjaga 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.  

Dalam pengelolaan dan kepemilikan tanah, hak atas tanah merupakan unsur yang sangat 

penting. Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum 

untuk memperoleh, menguasai, dan memanfaatkan tanah berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Hak atas tanah memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi pemilik tanah dalam 

mengelola dan menguasai sumber daya alam yang ada di atas tanahnya. Kepastian hukum hak 

atas tanah meliputi pengakuan dan perlindungan hak milik, hak pengelolaan, dan hak-hak lain 

yang berkaitan dengan tanah. Dengan adanya kepastian hukum, pemilik tanah dapat mengelola 

dan memanfaatkan tanahnya dengan aman, terhindar dari potensi konflik dan sengketa yang 

mungkin timbul.  

Selain itu, keamanan pemilik tanah dalam memiliki dan mengelola tanah menjadi 

prioritas utama. Keamanan ini mencakup perlindungan terhadap campur tangan pihak ketiga, 

penegakan peraturan yang adil, dan penyelesaian sengketa secara menyeluruh. Dalam konteks 

ini, pemerintah dan penegak hukum sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

dalam penggunaan dan pengelolaan tanah.  
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Bagi masyarakat, tanah dianggap sebagai sumber daya alam yang mendukung kehidupan 

dan aset berharga dengan nilai pasar yang tinggi. Harga tanah cenderung meningkat seiring 

dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan 

dan daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Nilai pasar tanah yang tinggi menjadikannya 

aset yang menarik bagi masyarakat, baik untuk tujuan investasi maupun kebutuhan sehari -hari. 

Dalam hal ini, tanah dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemiliknya, baik 

melalui penjualan, persewaan, maupun kegiatan produktif seperti pertanian, industri, dan 

pariwisata.  

Karena tingginya nilai pasar tanah, transaksi jual beli seringkali melibatkan uang dalam 

jumlah besar, sehingga penting bagi para pihak yang terlibat untuk memastikan legitimasi dan 

kepastian hukum transaksi tersebut. Antisipasi ini menghindari potensi kerugian dan konflik 

yang timbul akibat kesalahpahaman atau penyalahgunaan hak atas tanah.  

Sebagai salah satu cara peralihan hak atas tanah, transaksi jual beli adalah suatu proses 

dimana hak seseorang atau badan hukum atas tanah dialihkan kepada pihak lain. Menurut 

ketentuan hukum pertanahan Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan 

pelaksanaannya mengatur tentang peralihan hak atas tanah. Peralihan ini terjadi melalui 

perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, tukar menukar, pemberian, pemberian wasiat, hibah 

menurut tradisi, penyertaan dalam suatu perseroan, pelelangan, atau perbuatan hukum 

peralihan hak lainnya. 

Setiap perbuatan hukum peralihan hak atas tanah mempunyai aturan dan tata cara 

pelaksanaan dan pendaftaran tertentu. PP Nomor 24 Tahun 1997 merupakan peraturan 

pelaksanaan dari UU Nomor 5 Tahun 1960 terkait pendaftaran tanah. UU Nomor 5 Tahun 1960 

dan peraturan pelaksanaannya bertujuan agar peralihan hak atas tanah dilakukan secara benar, 

sah, dan relatif dengan tetap memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.  

Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sangat penting dalam melaksanakan 

perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. PPAT membuat Akta Jual Beli yang mencatat 

peralihan hak atas tanah menurut ketentuan yang berlaku. Akta Jual Beli ini memastikan 

peralihan hak atas tanah dilaksanakan secara sah dan didaftarkan dalam sistem pendaftaran 

tanah yang dikelola pemerintah.  

Meskipun perbuatan hukum peralihan hak atas tanah diatur, namun dalam 

pelaksanaannya sering timbul beberapa persoalan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi 

adalah sengketa hak atas tanah, yang dapat disebabkan oleh legalitas, batas tanah yang tidak 
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jelas, pemalsuan dokumen, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan wewenang. Transaksi 

jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering menimbulkan sengketa peralihan hak 

atas tanah. Salah satu penyebabnya adalah ketidakjelasan kepemilikan tanah. Sebelum 

melakukan transaksi jual beli, pembeli harus memverifikasi pemilik tanah. Verifikasi ini 

diperlukan karena banyak kasus sengketa kepemilikan tanah terjadi di kemudian hari.  

Di sisi lain, sengketa dalam transaksi jual beli tanah juga dapat terjadi akibat praktik 

pembuatan akta di bawah tangan. Dalam transaksi jual beli tanah dengan menggunakan akta di 

bawah tangan, seringkali dokumen-dokumen penting seperti sertifikat dan perjanjian tanah 

tidak diberikan kepada pembeli secara utuh atau tidak diserahkan sama sekali. Akibatnya, 

ketika sengketa atau klaim atas hak kepemilikan tanah muncul, sulit untuk membuktikan 

keabsahan kepemilikan, yang mengakibatkan biaya dan waktu yang signifikan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Selain menimbulkan konflik antar pihak yang terlibat, 

sengketa hak atas tanah berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, 

sengketa hak atas tanah dapat menghambat pengembangan dan pemanfaatan tanah untuk tujuan 

ekonomi dan sosial.  

Penyelesaian sengketa hak atas tanah dapat ditempuh melalui berbagai cara, seperti 

mediasi, arbitrasi, atau proses pengadilan. Pemerintah dan lembaga hukum harus berkolaborasi 

untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien. Dalam 

beberapa kasus, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dapat 

membatalkan perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, pemerintah dan 

penegak hukum harus menangani masalah ini secara menyeluruh dan efektif. 

Berdasarkan pembahasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisis implikasi yuridis dari peralihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan. 

Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

pengalihan hak atas tanah melalui putusan pengadilan dan memberikan rekomendasi dan solusi 

untuk mengatasi masalah tersebut. Temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk 

membantu pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat menyelesaikan sengketa hak atas 

tanah. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, 

kasus, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
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peraturan perundang-undangan, buku dan artikel ilmiah hukum, dan bahan-bahan online yang 

membahas tentang sengketa hak atas tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 

menggunakan teknik studi literatur. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara 

kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implikasi Yuridis dari Peralihan Hak Atas Tanah melalui Putusan Pengadilan  

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia. Sengketa 

sering muncul dalam masyarakat atas pengalihan hak atas tanah, terutama ketika mereka tidak 

mematuhi peraturan yang ada. Implikasi hukum pengalihan hak atas tanah melalui putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) menjadi topik yang krusial untuk 

dianalisis guna memahami bagaimana kepastian hukum dapat diberikan kepada para pihak 

yang bersengketa dan dampak dari putusan tersebut.  

Sengketa Peralihan Hak Atas Tanah yang Tidak Sesuai Peraturan  

Peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai peraturan sering terjadi di masyarakat, meliputi 

berbagai jenis pelanggaran seperti pengalihan melalui penjualan yang tidak memenuhi syarat 

dan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. 

Misalnya, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2014/PN.Bks mengungkapkan pengalihan hak atas tanah 

berdasarkan surat palsu yang dibuat oleh Plt Kepala Desa Jatibening. Perkara tersebut telah 

melalui penyelesaian sengketa di pengadilan sampai dengan peninjauan kembali: Putusan 

Nomor 330 PK/ Pdt/2018. Rachmania et al., menyimpulkan bahwa sertifikat yang diterbitkan 

berdasarkan dokumen palsu tersebut memenuhi persyaratan perolehan sertifikat.  

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Mgl, Putusan Nomor 11/Pdt/2022/PT.Tjk, Putusan 

Nomor 2780 K/ Pdt/2022 juga mengungkapkan kondisi peralihan hak atas tanah melalui 

pembuatan akta di bawah tangan. Dalam beberapa kasus, sengketa tersebut mungkin tidak 

diketahui oleh para pihak yang bersengketa atau pihak ketiga yang memiliki kepentingan 

hukum terkait dengan tanah tersebut.  

Pengalihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan dapat menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak yang terlibat. Para pihak harus memahami 

dan mengikuti peraturan untuk memastikan kelancaran pengalihan hak atas tanah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, penanganan yang tepat, efektif, dan adil diperlukan 

untuk menyelesaikan sengketa pengalihan hak atas tanah ini, menciptakan keadilan dan 
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kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Kepastian Hukum yang Diberikan oleh Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum 

Tetap (Inkracht)  

Dalam penyelesaian peralihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan peraturan, para 

pihak yang bersengketa seringkali memilih jalur pengadilan sebagai sarana penyelesaian yang 

dianggap dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum. Pengadilan berwenang memeriksa, 

menyelidiki, dan memutus sengketa peralihan hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan bukti-bukti yang diajukan para pihak. Proses penyelesaian sengketa 

di pengadilan melibatkan beberapa tahapan, mulai dari mediasi, pemeriksaan persidangan, 

hingga putusan pengadilan. Mediasi merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mencari 

penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Jika 

mediasi gagal, proses berlanjut ke persidangan, di mana para pihak mengajukan bukti dan 

keterangan saksi untuk meyakinkan hakim tentang keabsahan klaim mereka. Selanjutnya, 

putusan pengadilan inkracht memberikan kepastian hukum, antara lain menentukan status 

kepemilikan tanah, mengakui hak para pihak yang bersengketa, dan menegaskan 

kewajibannya. Selain itu, kepastian hukum yang diberikan oleh putusan pengadilan inkracht 

sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Kepastian hukum ini 

memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk memahami hak dan kewajibannya, 

sehingga mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Dengan demikian, putusan pengadilan 

inkracht dapat memberikan manfaat yang besar, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa 

tetapi juga bagi masyarakat umum dan perekonomian secara keseluruhan.  

Dampak bagi Para Pihak yang Bersengketa atas Putusan Pengadilan Inkracht  

Walaupun putusan pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian hukum, namun 

dapat menimbulkan beberapa dampak negatif bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu 

dampak negatif tersebut adalah dirasakannya ketidakadilan oleh salah satu pihak akibat putusan 

tersebut. Kondisi ini dapat terjadi jika putusan tidak mencerminkan fakta dan bukti yang ada 

atau tidak mempertimbangkan aspek penting lainnya, seperti hak pihak ketiga yang terkena 

dampak putusan pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, Putusan Nomor 

24/Pdt.Bth/2020/PN.Sdk memuat situasi pihak ketiga dirugikan oleh Putusan Nomor 
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590/Pdt/2019/PT.Mdn.  

Lebih jauh lagi, putusan pengadilan inkracht dapat menimbulkan akibat hukum yang 

tidak diinginkan, seperti sanksi atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yang 

berpotensi membebani pihak yang kalah secara finansial maupun psikologis. Dalam beberapa 

kasus, putusan pengadilan inkracht juga dapat berdampak negatif terhadap hubungan antara 

pihak-pihak yang bersengketa, terutama jika sengketa tersebut melibatkan hubungan keluarga 

atau bisnis yang dekat. Putusan 35/Pdt.G/2018/PN.Sdk dan Putusan Nomor 

590/Pdt/2019/PT.Mdn merupakan contoh sengketa pengalihan hak atas tanah yang melibatkan 

pihak keluarga. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa dan penegak hukum harus 

mempertimbangkan dan mengantisipasi dampak negatif tersebut untuk memastikan proses 

penyelesaian sengketa yang adil dan berimbang sehingga tercapai kepastian hukum yang 

diinginkan.  

Meskipun mungkin ada dampak negatif, putusan pengadilan inkracht memiliki beberapa 

dampak positif bagi para pihak yang bersengketa. Salah satu dampak positif yang paling 

signifikan adalah penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan. Putusan pengadilan 

inkracht merupakan hasil dari proses pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang dianggap dapat mengakomodir kepentingan dan hak 

para pihak secara adil. Dampak positif lainnya adalah perlindungan terhadap hak-hak para 

pihak yang bersengketa. Putusan pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian hukum dan 

melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam sengketa peralihan hak atas tanah, seperti hak 

milik, hak pakai, dan hak terkait lainnya.  

Selain itu, putusan pengadilan inkracht dapat berfungsi sebagai pencegah perselisihan 

serupa di masa mendatang. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan-putusan tersebut 

dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menangani peralihan hak atas tanah dan 

meminimalisir potensi konflik yang timbul akibat persoalan peralihan hak atas tanah. Dengan 

demikian, dampak positif putusan pengadilan inkracht menjadi pertimbangan kritis para pihak 

yang bersengketa dalam menentukan jalur penyelesaian sengketa yang diinginkan dan menjadi 

landasan bagi penegak hukum dan pemerintah untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian 

sengketa pengalihan hak atas tanah melalui pengadilan. 

Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan 

Dalam penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah, putusan pengadilan inkracht 
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sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dan berdampak positif bagi para pihak 

yang bersengketa. Namun pelaksanaan peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan 

pengadilan inkracht seringkali menemui tantangan dan hambatan yang harus diatasi. Oleh 

karena itu, pembahasan mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

peralihan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan inkracht menjadi penting. Selain itu, 

kerjasama antar pihak terkait, penegak hukum, dan pemerintah ditekankan dalam menciptakan 

sistem penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkeadilan.  

Tantangan dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Inkracht  

Pelaksanaan putusan pengadilan inkracht dalam rangka peralihan hak atas tanah 

seringkali menghadapi beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama 

adalah koordinasi antar lembaga, seperti antara pengadilan, badan pertanahan, dan pemerintah 

daerah. Kerja sama yang efektif dan efisien antar lembaga ini memastikan proses eksekusi 

berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Selain itu, penentuan batas tanah merupakan tantangan lain yang sering ditemui dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan inkracht. Batas tanah yang tidak jelas dapat menimbulkan 

konflik antara para pihak atau bahkan dengan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa 

awal. Oleh karena itu, proses kejelasan batas tanah harus dilakukan secara hati -hati untuk 

mencegah timbulnya sengketa baru.  

Terakhir, penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga yang berpotensi dipengaruhi oleh 

putusan pengadilan merupakan tantangan lain yang perlu diatasi. Dalam beberapa kasus, pihak 

ketiga yang merasa terabaikan haknya akibat putusan pengadilan dapat mengajukan gugatan 

atau protes baru, sehingga menghambat proses eksekusi pengalihan hak atas tanah. Mengatasi 

tantangan ini membutuhkan pendekatan dan kebijaksanaan yang komprehensif dan inklusif 

dalam penegakan hukum.  

Hambatan Birokrasi dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan  

Dalam menjalankan putusan pengadilan inkracht terkait peralihan hak atas tanah, 

hambatan birokrasi seringkali menghambat kelancaran prosesnya. Prosedur administrasi yang 

rumit dan berbelit-belit dapat memperlambat penyelesaian sengketa, yang menyebabkan 

ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.  

Selain itu, keterlambatan penerbitan dokumen, seperti sertifikat hak atas tanah, sering 
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menjadi hambatan birokrasi. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 

perbedaan data antara badan pertanahan dan pengadilan serta keterbatasan sumber daya 

manusia dan teknologi di dalam lembaga terkait. Akibatnya, para pihak yang bersengketa harus 

menunggu lama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang peralihan hak atas tanah.  

Terakhir, koordinasi antar lembaga yang tidak efisien juga menjadi hambatan dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan inkracht. Seringkali, lembaga yang terlibat dalam 

penyelesaian sengketa, seperti pengadilan, badan pertanahan, dan pemerintah daerah, tidak 

memiliki mekanisme koordinasi yang terintegrasi dengan baik dan efektif, sehingga proses 

eksekusi menjadi terhambat dan tidak efektif.  

Faktor Sosial dan Budaya  

Selain hambatan birokrasi, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi pelaksanaan 

putusan pengadilan inkracht dalam rangka pengalihan hak atas tanah. Adat dan tradisi lokal 

dalam masyarakat sering berperan dalam penyelesaian sengketa. Kadangkadang, adat dan 

tradisi ini dapat bertentangan dengan putusan pengadilan, yang menyebabkan perselisihan 

antara penerapan hukum formal dan adat.  

Selain itu, dinamika masyarakat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan putusan 

pengadilan. Sikap masyarakat terhadap penegak hukum dan pemerintah, termasuk persepsi 

tentang keadilan dan kinerja lembaga hukum, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan 

dukungan masyarakat dalam melaksanakan putusan pengadilan inkracht. Keadaan ini dapat 

menghambat proses peralihan hak atas tanah dan menimbulkan potensi konflik baru.  

Terakhir, untuk mengatasi hambatan sosial dan budaya tersebut, diperlukan pendekatan 

yang inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal 

dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan solusi 

yang adil yang mengakomodasi kepentingan berbagai pihak, menjamin kesinambungan dan 

penerimaan putusan pengadilan dalam masyarakat.  

Implikasi terhadap Aspek Ekonomi  

Hambatan dalam melaksanakan putusan pengadilan inkracht terkait peralihan hak atas 

tanah menyebabkan ketidakpastian aspek ekonomi. Ketidakpastian ini mengurangi 

kepercayaan publik dan investor terhadap sistem hukum dan penegakan hukum suatu negara. 

Kondisi ini pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.  
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Selain itu, kerugian finansial juga merupakan implikasi ekonomi yang signifikan untuk 

dipertimbangkan. Hambatan dalam mengeksekusi putusan pengadilan inkracht seringkali 

membutuhkan tambahan waktu, tenaga, dan biaya bagi para pihak yang berselisih. Selain itu, 

konflik yang berlarut-larut akibat hambatan dalam mengeksekusi putusan pengadilan dapat 

menurunkan nilai ekonomi tanah sengketa, sehingga berdampak pada produktivitas dan 

kesejahteraan masyarakat sekitar.  

Terakhir, penanganan implikasi hukum dan ekonomi ini membutuhkan upaya yang 

komprehensif dari pemerintah, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa 

pengalihan hak atas tanah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain dengan 

menyempurnakan regulasi, meningkatkan koordinasi antar lembaga, dan meningkatkan 

kapasitas penegakan hukum.  

Upaya Penyempurnaan Sistem Pelaksanaan Putusan Pengadilan  

Perlu dilakukan penyempurnaan sistem pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak 

untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam mengeksekusi putusan pengadilan inkracht 

terkait peralihan hak atas tanah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penyederhanaan 

prosedur administrasi dan birokrasi yang ada, sehingga memudahkan para pihak yang 

bersengketa untuk menjalani proses eksekusi putusan pengadilan.  

Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian 

sengketa sangat penting. Koordinasi yang baik dan terpadu akan membantu memperlancar 

proses eksekusi putusan pengadilan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum 

yang berlaku. Kondisi ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan 

lembaga pertanahan dalam menjembatani komunikasi antara pengadilan dan lembaga terkait 

lainnya.  

Terakhir, penguatan kapasitas penegakan hukum juga penting dalam meningkatkan 

sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Peningkatan pemahaman para penegak hukum tentang 

undang-undang pertanahan, peraturan terkait, dan mekanisme penyelesaian sengketa akan 

membantu mereka dalam membuat keputusan yang adil dan tepat sekaligus meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap sistem penyelesaian sengketa pengalihan hak atas tanah. 

IV. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah 
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melalui putusan pengadilan inkracht dapat memberikan kepastian hukum dan dampak positif 

bagi para pihak yang bersengketa. Namun, beberapa efek negatif perlu diantisipasi dan dikelola 

secara efektif. Selain itu, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan 

hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan inkracht, memerlukan upaya untuk 

memperbaiki sistem penegakan putusan pengadilan. Dalam hal ini, sangat penting untuk 

mengatasi hambatan birokrasi, faktor sosial dan budaya, dan implikasi ekonomi. Pembenahan 

sistem penegakan putusan pengadilan melibatkan partisipasi aktif pemerintah, penegak hukum, 

lembaga pertanahan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa pengalihan hak atas tanah. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar para pihak yang terlibat dalam 

sengketa pengalihan hak atas tanah mempertimbangkan dampak negatif dari putusan 

pengadilan inkracht dengan bekerjasama dengan penegak hukum. Selain itu, pemerintah harus 

semakin menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan berkeadilan. Melalui 

kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi serta peningkatan kapasitas penegakan 

hukum, diharapkan sistem penyelesaian sengketa pengalihan hak atas tanah dapat menciptakan 

kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan nilai ekonomi tanah sengketa, yang pada 

akhirnya berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar . 
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